
BUPATI MUSI BANYUASIN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN 

NOMOR 2-1 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan 

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor Tahun 2025 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6841);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757);

6.

7. Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2024 tentang Kabupaten 

Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

Negara

278, 

RepublikTambahan 

Indonesia Nomor 7029);

Lembaran

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5268);

8.

2005
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
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15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 

Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin Tahun 2023 Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 

(Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 

Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembar Daerah Kabupaten 

Musi Banyuasin Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN TENTANG PENJABARANBUPATI

ANGGARANPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan realisasi Anggaran tahun anggaran 2024 terdiri dari :

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah

2. Pendapatan Transfer

3. Lain - lain Pendapatan 

Daerah yang Sah 

Jumlah Pendapatan

393.331.951.633,26 

Rp. 3.354.108.863.089,40 

7.507.176.000,00

Rp.

Rp.

Rp. 3.754.947.990.722,66
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b. Belanja

1. Belanja Operasi

a) Belanja Pegawai

b) Belanja Barang dan Jasa

c) Belanja Bunga

d) Belanja Hibah

e) Belanja Bantuan Sosial

Jumlah Belanja Operasi

1.199.348.281.960,91

1.166.182.290.152,25

Rp.

Rp.

0,00Rp.

136.655.551.455,00

5.385.000.000,00

Rp.

Rp.

2.507.571.123.568,16Rp.

2. Belanja Modal

a) Belanja Modal Tanah

b) Belanja Modal Peralatan 

dan Mesin

c) Belanja Modal Gedung 

dan Bangunan

d) Belanja Modal Jalan, 

Jaringan, dan Irigasi

e) Belanja Modal Aset Tetap 

Lainnya

Jumlah Belanja Modal

14.159.821.565,00

102.795.588.522,20

Rp.

Rp.

161.139.070.395,87Rp.

519.469.106.288,00Rp.

17.020.210.815,00Rp.

814.583.797.586,07Rp.

2.155.951.800,003. Belanja Tidak Terduga Rp.

4. Belanja Transfer

Belanja Bantuan 

Keuangan 

Jumlah Belanja 

Defisit

487.359.170.216,00Rp.

3.811.670.043.170,23Rp.

(56.722.052.447,57)Rp.

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

2. Pengeluaran

131.728.424.206,58

24.950.000.000,00

Rp.

Rp.

106.778.424.206,58Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 

SILPA 50.056.371.759,01Rp.
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Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan 

realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekiayu
pada tanggal /lA^ustuS’ 2025

BUPATI MUSIjfBANYUASIN
Paraf Hierarki

7Sekretaris Daerah

Asisten Administrasi Umum
H. M. TOHAPit. Kepala BPKAD

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 2.£> 2025

SEKRETARIS DAERAH 
KABUWATEN MUSI BANYUASIN

H. APRIYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025 NOMOR Zl
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